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Menimbang :a. bahwa dalam rangka pemamaatan retribusi guna
meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumsah Sakit
Umum Daerah éultan Sulaiman yang bersumber dari
program jaminan kesehatan nasional dan pelayanan
umum vang dibiayei dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, dan dihimpun dari Pegawai Negeri Sipil,
' seta iuran pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui
: pemungutan premi peserta yang dihimpun oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

ﬁ(ﬁ dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Naerah;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan proagram
sepagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan

pengaturan dalam pelaksanaannya;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
: Q/ %ﬁ\ Q' dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan

’\T \[ANMED AT ] Bupati tentang Pemanfaatan Dana Pengembalian
:égé - %él).?f -e- Retrin.asi Pelayanan Kesehatan BPJS Ketenagakerjaan di
" m E__ :-:: Rume:h Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten

% kwa TREEREE Serdang Bedagai;




| Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabu:paten

Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;

&

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

5. Under.g-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jamir.an Sosial Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Jaminan Sosial;

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-U'ndang

f’f(:‘ Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaa Keuangan Daerah,;

" 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
AF {OORDINASI
o A : tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
( <§ & . sebawaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
TATjA%?AEP?R ..... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
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;E'\{TUR‘ TR$UD. 3¢ - tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
1 Py 5 I e Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
A Vwpay __ T - % |  Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan

Kesehatan Nasional;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Nomuo:* 2 Tahun 2011 tentang Ratribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DANA

D‘ala__m_ Pe ‘Aturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

'_n
b

-~

Daerah-adalah Kabupaten Serdang Bedagai.

PENGEMBALIAN RETRIBUSI PFLAYANAN KESEHATAN
DI RUMAH SAKIT UMUM DAER.\H SULTAN SULAIMAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAIL
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Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai insure
penyelenggé.ra Pemerintahan Daerah (sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014).

Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.

Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Sulaiman Kabupaten Serdang Bedagai yang selanjutnya akan disingkat
dengan RSUD.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas
Pendapatan Keuangan dan Aset Kabupaten Serdang Bedagali.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Direktur Rumah Sakit
Umum Daerah Sultan Sulaiman Kabupaten Serdang Bedaygai.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan keseha:tan dalam bentuk rawat
darurat, rawat jalan, dan rawat inap kepada masyarakat yang
dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.
Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disebut JKN adalah
program pemerintah yang memberikan perlindungan kesehatan dalam
bentuk manfaat pemeliharaan kesehatan dalam rangka memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang

telah membayar iuran atau lurannya dibayar oleh pemerintah.




i 9. Badan Penyelenggaia Jaminan Sosial {BPJS) Ketenagakerjaan adalah
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badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan
kesehatan.

Peserta BPJS Ketenagakerjaan adalah setiap peserta yang telah terdaftar
dan memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan.

Klaim Pelayanan Kesehatan -'adalah pendaHatar atas pelayanan
kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit.

Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan
Pemerintah Daerah untuk kepentingan dan pemanfaatan umum serta
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas jasa pelayanan kesehatandi Rumah Sakit.

Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan
kesehatan di Rumah sakit atas pelayanan dan jasa yang diberikan
kepada pasien dalam rangka diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite,
rehabilitasi medis dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan mempvroleh
pelayanan kesehatan.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewerangan untuk melakukan upaya kesehatan, antara
lain dokter, dokter gigi, dokter spesialis, apoteker, bidan, perawat,
fisioterapis, analis, radiographer, nutrisionis, asisten apoteker, dan
perekam medis. _

Tenaga medis adalah dokter, dokter gigi, dokter speswu]s dokter g1g1~~
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Bagian Kedua /
Maksud dan Tujuan
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‘ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman

.........

bagl Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman,

dalam upaya pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan dihimpun dari Pegawai Negeri
Sipil,

serta iuran pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui pemur_cutan
premi peserta yangdihimpun oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS) Ketenagakerjaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
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Pasal 3

tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. Memberikan kepastian bagi Rumah Sakit Umum Daerah Sultan
Sulaiman dalam pengelolaan ;iana retribusi pelayanan kesehatan;
dan

b. Agar penggunaan dana retribusi pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Umum Daerah Sultarn Sulaiman tersebut tepat sasaran, lebih
berdaya guna dar berhasil guna serta tidak menyimpang dari

ketentuan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengelolaan dana retribusi umum dan jamina kesehatan

nasional di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman meliputi
pengelolaan dara rstribusi umum dan dana klaim pelayanan yang
bersumber dari badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Ketenagakerjaan.
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F ﬁ(@}:}g@ﬁﬁglaaﬁ dana retribusi umum dan jaminan kesehatan nasional

A

?@% &nggunaan pelaporan, dan pertanggung jawaban.

2 >
\9 NWED T
A JATHA BAB II
E'ETQR: ROuDST PEMANFAATAN DANA
Sk . Pasal5
L e

A% Dy _Dana.Jlamfan Kesehatan nasional (JKN) disalurkan oleh Badan

Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada Ruma kit

Umum Daerah Sultan Sulaiman berdasarkan klaim j%ang diajuk

(2) Makanisme pengajuan klaim pelayanan mengac‘fu« ke pada: P/goman

Pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

(3) Hasil klaim pelayanan kesehatan yang diperoleh Rumah Sakit Umum

Daerah Sultan Sulaiman disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah

Kabupaten Serdang Hedagai sebagi Pendapatan Daerah,

(4) dan akan dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan

Sulaiman sebesar 50% dari total setoran melalui mekanisme APBD.




(5) Dana yang dikembalikan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan

Sulaiman sebagaimana diamksud pada ayat (3) akan dimanfaatkan untuk
pembayaran jasa pelayanan kesehatan yang pembagiannya akan diatur

dalam keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman.

Retribusi yang berasal dari pasieﬁ umUm sebagaimana diatur Jlaiam
Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, akan
dikembalikan kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan untuk dimanfaatkan
sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesSehatan yang pembagiannya
akan diatur dalam Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Sultan Sulaiman.

BAB III
SISTEM PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 6

Pelaporan dan Pertanggungjawaban pengelolaan dana jaminan kesehatan
nasional dilaksanakan tersendiri di Rumah Sakit Umum Sultan

Sulaiman.

System pelaporan pertanggungjawaban keuangan dana jaminan
kesehatan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan mekanisme pelaporan pertanggungjawaban keuangan di

Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB IV
KETENTUANPENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam PeraturanBupati ini, akan dJiatur
kemudian dalam Peraturan Direktur RUumah Sakit Umum Daerah Sultan

Sulaiman.
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Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang

Bedagal.
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Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal o DEEMRER. 2016

LD LN R ==

NAERAH KABUPAYEN SERDANG BEDAGA],

SEKRETARIS

-
HADIWINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016
NOMOR 49



